Lampiran 7.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
Tanggal : 14 Desember 2022
Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas

dan Kelestarian

PEDOMAN KRITERIA DAN PERSYARATAN PERSONIL DAN AUDITOR DALAM
PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

DAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

5.1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini adalah :

1.

2.

Personil pada Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) terkait
dengan pelaksanaan penilaian kinerja PHL dan/atau Verifikasi Legalitas
Hasil Hutan (VLHH).

Auditor pada pelaksanaan penilaian kinerja PHL dan/atau VLHH.

5.2. Pengertian

1.

Auditi adalah pemegang Perizinan Berusaha, pemegang Hak
Pengelolaan, pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial,
pemegang persetujuan pemanfaatan kayu kegiatan non kehutanan,
tempat penampungan hasil Hutan, pemilik/pengolah kayu Hutan
Hak/HHBK, importir, atau eksportir yang dinilai oleh LPVI.

2. Auditor adalah personel yang memenuhi persyaratan dan kemampuan

sebagai auditor yang bersertifikat kompetensi dan ditugaskan oleh LPVI
untuk melaksanakan Penilaian Kinerja PHL dan VLHH.

Lead Auditor adalah personel yang memenuhi persyaratan dan
kemampuan sebagai auditor yang Dbersertifikat kompetensi dan
ditetapkan oleh LPVI sebagai lead auditor untuk melaksanakan
Penilaian Kinerja PHL dan VLHH.

Ketua Tim Audit adalah Auditor tetap yang memenuhi persyaratan dan
kemampuan sebagai lead auditor dan ditugaskan oleh LPVI untuk

memimpin pelaksanaan penilaian kinerja PHL dan VLHH.

5.3. Kriteria Dan Persyaratan

1.

Persyaratan Umum Auditor LPVI

a. Auditor LPVI harus memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi yang
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dilaksanakan, termasuk membuat pertimbangan teknis yang

diperlukan.

b. Memiliki sertifikat kompetensi Auditor yang masih berlaku yang
diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah dilisensi
Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan teregistrasi oleh
Kementerian.

c. Tidak mempunyai hubungan finansial dan/atau kepemilikan
dan/atau jasa konsultasi dan/atau bentuk lainnya dengan Auditi
yang dinilai/diverifikasi atau hubungan lain yang dapat
menimbulkan konflik kepentingan, minimal 24 (dua puluh empat)
bulan sejak auditor yang bersangkutan tidak memiliki hubungan
dimaksud.

d. Uraian lebih rinci sebagaimana butir 1.c, diatur lebih lanjut dalam
Dokumentasi Mutu LPVI sesuai SNI ISO/IEC 17065.

2. Persyaratan Minimum Personil LPVI

a. LPVI sekurang-kurangnya memiliki 1 (satu) Auditor tetap pada:

1) masing-masing aspek pada Sertifikasi PHL, yaitu Prasyarat,
Produksi, Ekologi, dan Sosial;

2) masing-masing kelompok ruang lingkup pada Sertifikasi
Legalitas Hasil Hutan, yaitu VL Hutan dan VL Industri.

b. Pengambil Keputusan
1) Merupakan personil tetap LPVI.

2) Harus memahami sistem penilaian kinerja PHL dan VLHH.

3) Dalam hal diperlukan, Pengambil Keputusan dapat didampingi
personil yang memahami substansi penilaian, dan bukan
berasal dari Tim Audit yang melakukan penilaian lapangan.

3. Tim Audit

1) Penilaian Kinerja PHL

(a) Untuk sertifikasi awal dan re-sertifikasi, Tim Audit berjumlah
S5 (lima) orang, yang terdiri dari auditor bidang prasyarat,
auditor bidang produksi, auditor bidang ekologi, auditor
bidang sosial dan auditor bidang VLHH, dan 1 (satu) orang di
antaranya merangkap sebagai Ketua Tim Audit.

(b) Untuk penilikan, Tim Audit sekurang-kurangnya berjumlah 3
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(tiga) orang dengan kompetensi 4 (empat) kriteria penilaian
PHL dan VLHH, dan 1 (satu) orang di antaranya merangkap
sebagai Ketua Tim Audit.

(c) Dalam hal PBPH terintegrasi dengan POKPHH, Tim Audit
harus melibatkan auditor dengan kompetensi auditor VLHH
pada PBPHH/PB Usaha Industri.

(d) Penentuan jumlah anggota Tim Audit dan hari audit
berdasarkan pada analisis kebutuhan dan beban kerja.

(e) Jumlah Auditor tetap dalam Tim Audit sekurang-kurangnya
50% dari tim yang ditugaskan.

2) VLHH

(@) Tim Audit yang melaksanakan VLHH pada pemegang PBPH,
dan Pemegang Hak Pengelolaan sekurang-kurangnya
berjumlah 3 (tiga) orang, dan 1 (satu) orang diantaranya
merangkap sebagai Ketua Tim.

(b) Auditor yang melaksanakan VLHH pada pemegang
persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pemegang hutan
hak atau pemegang persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan
Non Kehutanan (PKKNK) sekurang-kurangnya 1 (satu) orang
Auditor yang berkualifikasi Lead Auditor.

(c) VLHH pada PBPHH skala usaha kecil dan menengah, PB
Usaha Industri kategori kecil dan PB Usaha Industri kategori
menengah, TPT-KB, importir API-U, dan eksportir dapat
dilakukan oleh 1 (satu) orang Auditor yang berkualifikasi
Lead Auditor.

(d) Tim Audit yang melaksanakan VLHH pada pemegang PBPHH
skala usaha besar dan PB Usaha Industri kategori besar
sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang, 1 (satu) orang
diantaranya merangkap sebagai Ketua Tim.

(e) Penentuan jumlah anggota Tim Audit dan hari audit
berdasarkan pada analisis kebutuhan dan beban kerja.

(f) Jumlah Auditor tetap dalam Tim Audit sekurang-kurangnya
50% dari tim yang ditugaskan, kecuali untuk verifikasi

dengan penugasan 1 (satu) orang Auditor dapat dilaksanakan
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oleh Auditor tetap atau Auditor tidak tetap.
4. Auditor tidak dapat menilai Auditi yang sama jika telah melakukan audit

sebanyak tiga kali berturut-turut pada Auditi dimaksud.

5.4. Persyaratan Auditor
1. Penilaian Kinerja PHL
a. Auditor
1) Sekurang-kurangnya berpendidikan :
a) Auditor Bidang Prasyarat dan Produksi :
- D-3 Kehutanan, atau
- S-1 lain dengan pengalaman bekerja di bidang kehutanan
minimal 5 (lima) tahun.
b) Auditor Bidang Ekologi :
- D-3 Kehutanan, S-1 Pertanian, Biologi, Teknik
Lingkungan, atau
- S-1 lain dengan pengalaman bekerja di bidang ekologi
minimal 5 (lima) tahun.
¢) Auditor Bidang Sosial :
- D-3 Kehutanan, S-1 Sosiologi, Antropologi, Sosial
Ekonomi, atau
- S-1 lain dengan pengalaman bekerja di bidang sosial
minimal 5 (lima) tahun.

2) Lulus pelatihan calon auditor PHL yang diselenggarakan oleh
pusat pendidikan dan pelatihan bidang kehutanan dan/atau
lembaga lain yang bergerak di bidang kehutanan/lingkungan
yang diakui oleh pusat pendidikan dan pelatihan bidang
kehutanan.

3) Telah mengikuti magang pada proses penilaian kinerja PHL
sekurang-kurangnya 2 (dua) kali audit lapangan, atau
sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali audit terdiri dari 1 (satu) kali
audit lapangan dan 2 (dua) kali audit jarak jauh, dengan salah
satu audit diantaranya adalah audit sertifikasi awal atau re-
sertifikasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak lulus

pelatihan calon auditor, direkomendasikan oleh salah satu
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Ketua Tim Audit. Dalam hal magang tidak dapat diselesaikan
dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak lulus pelatihan calon

auditor, maka harus mengikuti ulang pelatihan calon Auditor.

4) Telah dinyatakan kompeten oleh Lembaga Sertifikasi Profesi

dengan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

5) Setelah pemenuhan persyaratan sebagaimana butir 1), 2), 3),

dan 4), maka LPVI menetapkan sebagai Auditor.

b. Lead Auditor

1)

3)

Auditor yang telah melakukan penilaian kinerja PHL sekurang-
kurangnya 5 (lima) kali dan 3 (tiga) diantaranya adalah kegiatan
audit sertifikasi awal atau re-sertifikasi.

Memiliki pengalaman memimpin suatu Tim Audit di bawah
supervisi sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga)
tahun, dengan sekurang-kurangnya 1 audit diantaranya adalah
audit sertifikasi awal atau re-sertifikasi.

Lead auditor sebelum terbitnya peraturan ini tetap diakui

sebagai lead auditor.

2. VLHH pada pemegang PBPH, pemegang Hak Pengelolaan, pemegang

persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial, pemegang Hutan Hak, dan

pemegang persetujuan PKKNK

a. Auditor

1)

2)

Sekurang-kurangnya berpendidikan
- D-3 (Kehutanan, Pertanian, Biologi, Sosiologi, Antropologi,
atau Sosial Ekonomi) atau
- S-1 lainnya dengan pengalaman bekerja di bidang kehutanan
minimal 5 (lima) tahun.
Lulus Pelatihan calon Auditor VLHH yang dilaksanakan oleh
pusat pendidikan dan pelatihan bidang kehutanan dan/atau
lembaga lain yang bergerak di bidang kehutanan/lingkungan
yang diakui oleh pusat pendidikan dan pelatihan bidang
kehutanan.
Telah mengikuti magang pada proses VLHH pada PBPH, Hak
Pengelolaan, Areal Perhutanan Sosial, Hutan Hak, dan PKKNK,

sekurang-kurangnya:

L7.2-5



4

S)

a) 2 (dua) kali audit lapangan sertifikasi awal atau re-sertifikasi,
atau

b) 3 (tiga) kali audit dengan rincian 1 (satu) kali audit lapangan
sertifikasi awal atau re-sertifikasi, 1 (satu) kali audit
lapangan penilikan, dan 1 (satu) kali audit jarak jauh

dalam jangka waktu (dua) tahun sejak lulus pelatihan calon

auditor, direkomendasikan oleh salah satu Lead Auditor dan

ditetapkan oleh LPVI. Dalam hal magang tidak dapat

diselesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak lulus

pelatihan calon auditor, maka harus mengikuti ulang pelatihan

calon Auditor.

Telah dinyatakan kompeten oleh Lembaga Sertifikasi Profesi

dengan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Setelah pemenuhan persyaratan sebagaimana butir 1), 2), 3),

dan 4), maka LPVI menetapkan sebagai Auditor.

b. Lead Auditor

1)

Auditor yang telah melakukan VLHH pada PBPH, Hak
Pengelolaan, persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial, Hutan
Hak, dan persetujuan PKKNK, sekurang-kurangnya 5 (lima) kali
dan 3 (tiga) diantaranya adalah kegiatan audit sertifikasi awal
atau re-sertifikasi.

Memiliki pengalaman memimpin suatu Tim Audit di bawah
supervisi sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga)
tahun, dengan sekurang-kurangnya 1 audit diantaranya adalah

audit sertifikasi awal atau re-sertifikasi.

3. VLHH pada pemegang PBPHH, PB Usaha Industri, importir API-U,
eksportir, serta TPT-KB

a. Auditor

1)

Sekurang-kurangnya berpendidikan:

- D-3 (Kehutanan, Ekonomi, Teknik Industri, Teknik Mesin,
atau bidang Lingkungan)

- S-1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atau

- S-1 lainnya dengan pengalaman bekerja di bidang kehutanan

minimal 3 (tiga) tahun.

L72-6



2) Lulus pelatihan calon auditor VLHH yang dilaksanakan oleh
pusat pendidikan dan pelatihan bidang kehutanan dan/atau
lembaga lain yang bergerak di bidang kehutanan/lingkungan
yang diakui oleh pusat pendidikan dan pelatihan bidang
kehutanan.

3) Telah mengikuti magang pada proses VLHH pada PBPH, Hak
Pengelolaan, Areal Perhutanan Sosial Hutan Hak, dan PKKNK,
sekurang-kurangnya:

a) 2 (dua) kali audit lapangan sertifikasi awal atau re-sertifikasi,
atau
b) 3 (tiga) kali audit dengan rincian 1 (satu) kali audit
lapangan sertifikasi awal atau re-sertifikasi, 1 (satu) kali
audit lapangan penilikan, dan 1 (satu) kali audit jarak jauh.
dalam jangka waktu (dua) tahun sejak lulus pelatihan calon
auditor, direkomendasikan oleh salah satu Lead Auditor dan
ditetapkan oleh LPVI. Dalam hal magang tidak dapat diselesaikan
dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak lulus pelatihan calon
auditor, maka harus mengikuti ulang pelatihan calon Auditor.

4) Telah dinyatakan kompeten oleh Lembaga Sertifikasi Profesi
dengan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

5) Setelah pemenuhan persyaratan sebagaimana butir 1), 2), 3), dan
4), maka LPVI menetapkan sebagai Auditor.

[urutan disamakan PHL]

Lead Auditor

1) Auditor yang telah melakukan VLHH sekurang-kurangnya 5
(lima) kali.

2) Memiliki pengalaman memimpin suatu Tim Audit di bawah
supervisi sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 3 (tiga)
tahun, dengan sekurang-kurangnya 1 audit diantaranya adalah

audit sertifikasi awal atau re-sertifikasi.

5.5. Evaluasi Auditor

1.

Dalam hal auditor melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan

peraturan perundang-undangan, maka PI (lembaga/perorangan
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inan

terdaftar) atau Auditi (direktur/MR) atau kementerian terkait atau
kepala SKPD dapat membuat laporan atau keluhan atas kinerja
Auditor. '
Laporan atau keluhan sebagaimana dimaksud pada angka 5.5.1
disampaikan kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), LPVI, KAN,
dan/atau Kementerian LHK.

LPVI dapaﬁ menyampaikan laporan atau keluhan atas kinerja Auditor
kepada LSP, KAN, dan/atau Kementerian LHK.

Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada angka 5.5.1, LSP,
LPVI, KAN, dan atau Kementerian dapat melakukan evaluasi dan
tindakan sebagaimana mekanisme pada internal masing-masing
paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya laporan.
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 5.5.4. digunakan
sebagai bahan tindak lanjut iﬁstansi yang berwenang sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

A.N MENTERI LINGKUNGAN HIDUP

DAN KEHUTANAN,

DIREKTUR JENDERAL

PENGELOLAAN HUTAN LESTARI,
ttd

AGUS JUSTIANTO

sesuai dengan aslinya

éfpé‘lg\Bagmn Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik,
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